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Gum,;ng Tapan,- serta p lak"'l'pelaku yang terlibat di Nagari telah be
membahas dan menyepakatl Penetapan Perubahan Anggaran,
Jan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan Tahun 2020.

foa Simpang
rhasi]

Pendapatan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APB ) Nagari g,
bagian dari perencanaan Belanja Nagari Kubu Tapan tahun 20 20, dug ﬂ
sesuai dengan hasil dari usulan masyarakat yang berawal dari Wy
MUSRENBANG dan Penetapan RKP Nagari, maka berhasil T

Dokumen perencanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Nagari ( APBNag )
Kubu Tapan tahun anggaran 2020 ini.

Dokumen ini penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan
melibatkan banyak orang serta unsur yang terkait dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APB ) Nagari KubuTapan

untuk kegiatan tahun 2020.

Meskipun mungkin banyak kekurangan dalam penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APB ) Nagari Kubu Tapan

ini tetapi Dokumen ini adalah bagian dari perencanaan kegiatan Nagari
»u Tapan yang akan didanai pada tahun ini sesuai dengan hasil
h dan usulan Masyarakat Nagari.

\ terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
ntu Tim penyusunan Perubahan APBNag Kubu Tapan yang
agan proses atau tahapan-tahapan yang diatur dalam uu
. tentang desa, Permendes 20 tahun 2018 tentang
na Desa tahun anggaran, Peraturan Bupati Pesisir
018 tentang cara pembagian dan penetapan dana
i APBN, Peraturan Bupati Pesisir Selatan
an dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan
ng Pembagian dan penetapan dana Nagari
Bupati Pesisir Selatan Nomor ......
1 Bupati Pesisir Selatan Nomor 97
penetapan  dana Nagari yang
Retribusi Daerah, dan Peraturas
2019 perubahan dari Peratiira?
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HASIL EVALUAS] KECAMATAN.
FTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN
IN - FENDAPATAN DAN BELANJA NAGARU

TAR HADIR MUSYAWARAH
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— Binjai, Nagarj
673, email : kcc.rah[l(ﬁjt;lpung Tc"gdh AN

o /CRA 1-2020 Ps.Beriang 28 Mei 2020

NomOI‘

Lampiranl - i:’engantar APB Perubahan Kepada

Perihal * Nagari Tahun Anggaran

e Yth. 1. Kepala BPK Kabupater,
Pesisir Selatan
2. Kepala DPMDPPg KR
Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Painan,

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari
tentang APB Perubahan Nagari tahun 2020, maka telah keluar hasil
evaluasi oleh Tim Kecamatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek

Hulu Tapan. : p . |
Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan

; kepada Bapak hal sebagai berikut : by oy
B 1. Hasil evaluasi tersebut sudah degmanjuu .dan sudah
S melampirkan berkas sesuai dengan araha}n tlm.evaluam.;
Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampglkan kepada
Bapak Peraturan Nagari tentang APB Perubahan Nagari:
1. Nagari Limau Purut Tapan
2. Nagari Binjai Tapan

S

kami sampaikan atas perhatian Bapak ~diucapkan
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USAN CAMAT RANAH AMPEK HULL 15py
Nomor : 900 / 3+ /Kpts/CRAH-2020

TENTANG

VALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU 1pyy

TAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG PERUBAHAN Ay
KECAM?’ENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 0, (?GARAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

. Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah e 15
u

embaca .

; Tapan Nomor : 900/02/WN-KT/V/2020 tanggal 28 Mei 200
Perihal Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2020;

Menimbang 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point

a, dan ayat (2) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point
a, ayat (2) dan ayat( 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
~ Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
: _ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu
 menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
' aluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan
nat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan
] IPendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran

1956 tentang
aten Dalam Lingkungal

Blera Tengah (Lembaran Negara Republik

g Drt.
s Undang-Undang ==
% Nomor L plik Indonesid

58 Tahunl
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3 Ungmng =umdamE HNowor 23 Tahun o,

" pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara Ry o
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lempgr,- I:nesm

Republik Indonesia ':l;mo;e 5387); €gara
aturan Pemerin ngganti Undang-Unq :

4, IP:; onesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebi e K‘:zpubhk

Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untyk Penanangan
pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid- 19) Dan Ata
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahay akalrt
Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimuna
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Taphyn
2019 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan
postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
. Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam
i Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
entian Perangkat Desa;
an Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84

2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
oman Pengelolaan Keuangan Desa;
angan Republik Indonesia Nomor
engelolaan Dana Desa;

Republik Indonesia Nomor
ahan atas Peraturan Menterl
tentang Pengelolaan

_ Indonesia Nomor
ua atas Peraturan
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Keuangan Nomor  205/Pmy o7, o
pengelolaan Dana Dese tentang
16, Peraturan Menterl Desd, PemPangunan Daergy, p,y,.

6. Traﬁ gmigfaai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan, Sa;“:l dan

Mili
sa;
o an Menteri Desa, Pembangunan Daer ok

. Peratur b
17 'l;‘ran smigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentangert;nefug:l o
peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggala]dan

Tr ansmigrasi tentang Penetapan Prioritas Peﬂmangun anDang,
Desa Tahun 2020;

18. Peraturan Menteri Keungan Nomor 61/PMK.07 /2019 tentang
pedomanPenggunaan Transfer Ke Daerah dan Dap, Dea
Untuk Mendukung Pelaksanaan  Kegiatan Intervens;
Pencegahan Stunting Terintegrasi;

19. Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor
40/PMK.07 /2020 tentang Perubahanatas Peraturan Menter;
Keungan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;

20. Surat Mentri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2
April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;

21.Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April
2020 Perihal Pemberitahuan; '

22.Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/1V/2020 tanggal 16 April 2020
Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima
BLT Dana Desa;

23.Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 12/PRI.00/1V /2020 tanggal 27 April 2020

i Perihal Penegasan BLT Dana Desa;

.24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

- 2016 tentang Nagari;

aturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun

S ir Selatan Tahun Anggaran 2020;

ipati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
igelolaan Keuangan Nagari;

isir Selatan Nomor 18 Tahun 2017
k Nagari;

Selatan Nomor 91 Tahun 2018
turan Bupati nomor 64 Tahun
asi dan tata kerja Pemerintah

‘Selatan Nomor 37 Tahun
dendapatan dan Belanja

7t 2020;
Tahun 2020
por 39 Tahun

P
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Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 . o

. Peraturan i un 202
32 e Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatal(-);
Nomor 41 Tahun 2019 Tentan.g Tata Carg Pembagian i
Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber ar gy

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran, 2020;

33, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 9y
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatay,
Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

34, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

35.Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenPesisir
Selatan tanggal 27 April 2020 nomor140/387/DPMDPPKB-
PS/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pencegahan dan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),Padat KaryaTunai nagari
(PKTN), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ;
36. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal April 2020 nomor 140/ /DPMDPPKB-PS/2020
Perihal Rincian Perubahan Dana Nagari Tahun 2020;
37.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389
. /BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang
- Jasa Pemerintah kabpaten Pesisir Selatan Tahun

1 Kubu Tapan Nomor 03 Tahun 2020 tentang
lan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Kubu

i Tapan Nomor 02 Tahun 2020 tentang

1 Tapan;
Nomor 05 Tahun 2020 tentang
erintah (RKP) Nagari Kubu
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i uaSI Rancangan Per&turan Neagart
h Ampek Hulu Tapan tentang p
atan dan Belanja Nagari Tahun
tum dalam lampiran keputugap

ari Kuby
g enlbahan
Anggaran 2020

Kest™

' BAMUS Nagari melakukan Penyempurmaan

oy tin Jut terhadap Ra'nca‘ngan Per turan Nagal‘l
Kedud sebagal Penlbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagazi
tentaﬂs aran 2020 berdasarkan hasil Evaluasj sebagaimang
Tamd,mmu m ; dJ ctum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hag kerja
2 ;sqakdlwmanya keputusan ini.

G Dalam hal ‘Wali Nagari dan  BAMUS Nagari tigax
' menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
‘Rancangan Peraturan Nagan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belama Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Nagan Maka Peraturan Nagari dimaksud akan
dilakukanpembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Ketigd

Keempst ~ : Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata
v pengantar,Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan
~ Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari
 TA 20 0 Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari

' 0, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana SK
erima Insentif dan bantuan, SK Lembaga
tan Nagariyang terkait pelaksanaan APB Nagari
tentang HasilEvaluasi APB Nagari, Photocopy

ung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap
n APB Nagari yang telah dilakukan
at keraguan /ketidakjelasan aturan
bahan Anggaran Pendapatan dan
ari agar tidak melaksanakan kegiatan
1 terjadi permasalahan hokum
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rembusan disampaikan kepada :
yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan:
5. Kepala Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selnro.. « o .
6. Ketua BAMUS NagariKubu Tapandi Kubu T::an elatan di Painan,
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